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Arif Fitrawan (B11109032). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak 
Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu di Kota 
Makassar (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)” (dibimbing oleh Hasbir 
Paserangi selaku Pembimbing I dan Oky D. Burhamzah selaku 
Pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perlindungan 
hukum hak cipta dalam meningkatkan perekonomian pencipta atas hasil 
karya cipta lagu di Kota Makassar dan untuk mengetahui peran YKCI 
(Yayasan Karya Cipta Indonesia) terhadap pemanfaatan hak ekonomi 
bagi pencipta di Kota Makassar. 
Penelitian ini dilakukan di Jakarta dan Makassar, tepatnya pada 
Kantor Pusat Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Kantor 
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan Kantor 
Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan melakukan wawancara terkait 
dengan penelitian. Selain itu juga dilakukan observasi serta dengan 
menyebarkan kuesioner untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam 
penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: 1). Dalam 
melindungi hak pencipta untuk mendapatkan royalti Pemerintah tidak 
memberikan perlindungan secara langsung masih terbatas pada Undang-
Undang yang berlaku dan sosialisasi untuk mencegah terjadinya 
pelanggaran. Dibutuhkan keaktifan pencipta untuk mempertahankan 
haknya atau dengan mengkuasakan haknya kepada Lembaga 
Manajemen Kolektif seperti YKCI untuk menarik royalti dari para user., 2). 
Peran YKCI dalam pemanfaatan royalti pencipta lagu di Makassar adalah 
sebagai Lembaga Manajemen Kolektif yang menarik dan mendistribusikan 
royalti kepada pencipta. YKCI juga berperan dalam melakukan tuntutan 
pidana dan perdata serta ganti rugi apabila terjadi pelanggaran hak cipta 
terhadap lagu-lagu yang telah dikuasakan kepada YKCI. 
vi 
ABSTRACT 
Arif Fitrawan (B11109032). "Legal Protection Against Right To Get 
Royalties Top Copyright Work Songs in Makassar (A Study of 
Sociology of Law)" (guided by Hasbir Paserangi as Supervisor I and 
Oky D. Burhamzah as Supervisor II).  
This study aims to determine the role of the legal protection of 
copyright in improving the economy of the creators on the work of 
songwriting in Makassar and to determine the role YKCI (Karya Cipta 
Indonesia) on the economic use of the creator in Makassar.  
The research was conducted in Jakarta and Makassar, precisely at 
the head office of the Directorate General of Intellectual Property Rights, 
Office of the Ministry of Law and Human Rights in South Sulawesi and 
Karya Cipta Indonesia Foundation Office by conducting interviews related 
to the research. It also made observations and by distributing 
questionnaires to obtain the required data in the study. 
Based on the results of the study found that: 1). In protecting the 
rights of creators to earn royalties government does not provide direct 
protection is limited to the applicable law and socialization to prevent 
violations. It takes a creator liveliness to defend their rights or the rights 
mengkuasakan the Collective Management Organization as YKCI to 
attract royalty from the user., 2). YKCI role in the utilization Makassar 
songwriter royalties are as interesting Collective Management 
Organization and distribute royalties to the creator. YKCI also play a role 
in conducting criminal and civil liability and compensation in the event of 
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A. Latar Belakang Masalah 
Abad ke-21 sering disebut sebagai era ekonomi kreatif, hal 
ini terlihat dari keberadaan ilmu pengetahuan dan ide sebagai 
motor dalam perkembangan ekonominya. Perkembangan dari 
ekonomi industri ke ekonomi kreatif ini disikapi oleh pemerintah 
diberbagai negara berkembang untuk mengembangkan 
masyarakatnya yang berbasis kreativitas dalam menciptakan 
pertumbuhan ekonomi yang lebih sustainable dibandingkan 
ekonomi industri yang sudah sangat bergantung pada resource.1 
Sebagai contoh salah satu kreatifitas yang berpotensi 
dikembangkan dalam era ekonomi kreatif saat ini adalah seni. 
Seni selalu menarik untuk dibicarakan karena pada 
kenyataannya manusia tidak dapat terlepas dari seni. Kita 
cenderung menghargai gagasan bahwa karya seni telah 
menyajikan masa-masa terbaik dalam hidup kita, momen-momen 
harmonis, menyenangkan, menghibur, ataupun momen yang 
menawarkan kesempatan unik untuk melakukan refleksi.2 
                                                          
1
 Ivan Chen Sui Liang, INDUSTRI KREATIF DAN EKONOMI SOSIAL DI INDONESIA:, 
diakses pada http://icssis.files.wordpress.com/2013/09/2013-01-25.pdf , Tanggal 7 April 
2014, Pukul 12.00 Wita. 
2
Joost Smiers, Arts Under Pressure, Memperjuangkan Keanekaragaman Budaya di Era 
Globalisasi, (Yogyakarta: INSISTPress, 2009), hal 3. 
2 
Keindahan yang tersaji dari sebuah karya seni membuatnya layak 
untuk diberi penghargaan. Penghargaan ini tidak semata-mata 
diberikan terhadap karya seni itu sendiri tetapi kepada siapa yang 
membuat karya seni tersebut. Karena berkat usaha yang dilakukan 
oleh penciptanya, sehingga kita bisa merasakan manfaat dari 
sebuah karya seni. 
Karya seni oleh penikmatnya diberi penghargaan melalui 
apresiasi baik moril dan materil berupa pemberian insentif kepada 
pencipta. Apresiasi tadi bertujuan untuk memberikan rangsangan 
dan motivasi kepada para pencipta karya seni untuk tetap produktif 
dalam menghasilkan karya dan untuk meningkatkan perekonomian 
mereka. Tidak hanya itu, peluang untuk memajukan perekonomian 
sebuah bangsa dan negara juga terbuka lebar. Karena apabila 
transaksi-transaksi ekonomi seperti penjualan kaset, tiket konser, 
merchandise dan sebagainya terus dilakukan antara penikmat dan 
pencipta karya seni serta berjalan sebagaimana mestinya, maka 
tidak diragukan lagi aktifitas yang melibatkan banyak pihak ini akan 
meningkatkan perekonomian suatu negara karena memberikan 
keuntungan kepada siapapun yang mengusahakannya. 
Salah satu contoh karya seni adalah musik atau lagu. 
Karena sangat mudah untuk menikmatinya, musik sering dikatakan 
sebagai kesenian yang sangat populer dikalangan masyarakat. 
Populernya musik dikalangan masyarakat berbanding lurus dengan 
3 
peningkatan daya beli masyarakat terhadap sebuah karya musik. 
Peningkatan daya beli ini tentunya memberikan banyak manfaat 
ekonomi bagi para penciptanya. Terbukti sejak Tahun 1995, total 
kapitalisasi industri musik di Amerika Serikat angkanya sudah 
mencapai US$12.880 juta dan di Jepang dengan totalnya 
US$10.019 juta. Angka ini menunjukkan betapa besarnya 
kontribusi industri musik terhadap perekonomian sebuah negara.3 
Untuk Indonesia sendiri, dalam sebuah berita yang 
disampaikan oleh kompasiana melalui media online pada 18 
November 2012, tercatat keuntungan yang diraih pada industri 
musik sebanyak US$290 juta. Walaupun hanya 3% keuntungan 
yang diraih dari musik jika dibandingkan dengan Amerika dan 
Jepang, angka ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan 
Philipina yang totalnya hanya 16% dari Indonesia, Singapura 31%, 
Malaysia 50% dan Thailand yang total pendapatan industri 
musiknya hanya mencapai 65% dari Indonesia.4 
Karena memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sudah 
sepantasnya sebuah karya seni seperti musik lebih diperhatikan 
dan diberi perlindungan untuk menjamin keberadaannya. Karena ini 
tidak hanya menyangkut hak yang dimiliki oleh para penciptanya 
                                                          
3
Kompasiana, I pop : Mungkinkah?, diakses pada 
http://hiburan.kompasiana.com/musik/2012/11/18/i-pop-mungkinkah-504243.html  




saja, tapi juga bangsa dan negara. Saat ini kita mengenal hukum 
hak cipta sebagai pedoman bagi para pencipta untuk mengetahui 
langkah dan upaya apa saja yang mesti ditempuh dalam 
memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni yang 
dimilikinya. 
Indonesia sebagai salah satu negara dengan industri musik 
terbesar di Asia Tenggara telah meratifikasi berbagai macam 
konvensi internasional dan membuat serta menerapkan undang-
undang yang mengatur tentang perlindungan hak cipta. Tujuannya 
tidak lain untuk menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas 
tiap karya ciptanya, terutama karya yang pemanfaatannya berada 
pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Namun, menurut Purwacaraka (pengamat musik) dalam 
sebuah dialog yang membahas tentang industri musik Indonesia 
yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif pada hari Minggu 6 April 2014, ada beberapa permasalahan 
yang sering kami hadapi dalam mengembangkan industri kreatif 
khususnya musik di Indonesia, antara lain: 1). Pembajakan, 2). 
Fenomena panggung pertunjukan musik yang tidak 
mengedepankan kualitas, 3). Honor pekerja musik yang terkadang 
tidak memadai, serta 4). Kurangnya apresiasi bagi pekerja musik 
5 
yang berkarya di belakang layar.5 Permasalahan-permasalahan ini 
membuat perlindungan terhadap hak cipta khususnya ciptaan 
seperti musik atau lagu harus lebih dimaksimalkan lagi karena 
sangat merugikan. 
Makassar adalah sebuah daerah berkembang yang terletak 
dikawasan timur Indonesia. Memiliki laju perkembangan ekonomi 
yang tinggi dan terbilang subur dibandingkan dengan daerah-
daerah lain yang ada di sekitarnya, karena merupakan gerbang 
utama perdagangan untuk wilayah timur Indonesia. Tahun 2014 ini, 
dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono pada rapat RAPBN 2015 di gedung MPR/DPR 
mengatakan bahwa laju perekonomian pada tingkat konsumsi di 
kota Makassar lebih besar dibandingkan dengan negara-negara 
seperti Hongkong dan Taiwan. Artinya, potensi untuk 
mengembangkan usaha di kota ini sangatlah besar. 
Sebagai daerah yang perekonomiannya sedang mengalami 
banyak perkembangan, aktifitas ekonomi di bidang musik juga 
banyak berkembang di kota ini. Hadirnya kampus dan sekolah 
musik, tempat-tempat kursus musik, tempat hiburan yang 
menyajikan musik sebagai hiburannya seperti café, bar, karaoke 
                                                          
5
Kemenparekraf, Dialog Industri Musik : Berikan Ruang Untuk Musik Indonesia, diakses 
padahttp://www.publikanews.com/2013/04/dialog-industri-musik-berikan-
ruang.html#sthash.12mptL6H.dpuf tanggal 10 April 2014, pukul 11.00 Wita. 
6 
dan sejenisnya, radio, televisi, toko-toko musik, panggung-
panggung pertunjukan dan event musik mingguan, bulanan 
ataupun tahunan menjadi bukti aktifitas ini sedang berlangsung. 
Sudah sejak Tahun 1930-an musik berkembang di 
Makassar. Di dalam buku yang berjudul “Pakkuru Sumange” 
dijelaskan bahwa Hoo Eng Djie yang pertama kali, lalu kemudian 
dilanjutkan oleh Djajadi diawal Tahun 1960-an bersama dengan 
kelompoknya yang merintis pertama kali nama Makassar dikenal di 
dunia musik secara nasional. Selain kedua orang tersebut, lahir 
juga dua perusahaan rekaman yang berjaya di Sulawesi Selatan 
pada pertengahan tahun 1980-an yang dikenal dengan nama Libels 
Record dan Irama Baru Record yang mencetak artis-artis daerah 
seperti Iwan Tompo, Ridwan Sau, Anci Laricci, A. Tenri Ukke dan 
sebagainya. Memasuki era akhir 90-an sampai awal dekade 2000-
an band-band seperti The Hotdogs, Sexpunk, Loejoe, Art 2 Tonic, 
Tifosi, The Joeys, The Jokes, D’Bluesfresh, Game Over, Harakiri, 
Melismatis, Theory of Discoustic, Rumor, Kicking Monday, The 
Finalist, Urban Eggs, Dead Of Destiny, Buid Down To Anathema 
dan masih banyak lagi musisi yang merekam dan menyebarkan 
karya lagu miliknya. 
Seharusnya dari beberapa nama band dan penyanyi 
Makassar ini sudah dapat menikmati hasil dari setiap karya yang 
mereka buat. Karena dihadapkan dengan realita kota yang memiliki 
7 
pangsa pasar penikmat yang jelas, apalagi aktifitas ekonominya 
sedang maju. Karena terkendala dengan beberapa permasalahan 
seperti pembajakan, belum lagi mahalnya biaya produksi lagu yang 
tak sebanding dengan penghasilan mereka dan mirisnya lagi 
karena status sebagai musisi daerah yang harus bersaing dengan 
musisi nasional, membuat permasalahan yang di hadapi oleh para 
pencipta lagu di Makassar semakin pelik. 
Sebagai bukti betapa mirisnya kehidupan pencipta lagu di 
kota Makassar. Salah satu contohnya maestro lagu daerah kita 
Alm. Iwan Tompo. Pada suatu waktu, Pada awal dekade 2000-an, 
untuk bertahan hidup beliau harus membagikan karya lagunya 
dengan gratis kepada masyarakat di daerah-daerah. Tidak 
mendapat royalti dari hasil rekaman tersebut, tapi beliau berharap 
mendapatkan pekerjaan dari panggung ke panggung pada pesta 
perkawinan di daerah-daerah. Mengapa seorang seniman besar 
dan terpandang sekelas Iwan masih mau manggung dari pesta 
kawinan ke pesta kawinan, dari satu kampung ke kampung 
lainnya? Itulah cara seniman Makassar mempertahankan hidup 
dan kehidupannya! Tak terbilang kaset dan CD yang dihasilkan 
Iwan lewat PT Libel di Makassar, tetapi Iwan kepada rekan 
wartawan Kompas Luki Aulia mengaku, ia tak pernah mendapat 
8 
sesenpun royalti dari hasil rekamannya.6 Untuk itu penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap 
hak untuk mendapatkan royalti atas hak cipta karya lagu di Kota 
Makassar (suatu kajian sosiologi hukum). 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun 
yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut: 
1. Sejauhmana peran perlindungan hukum dapat 
meningkatkan perekonomian pencipta atas hasil karya cipta 
lagunya di Kota Makassar? 
2. Sejauhmana peran Lembaga Manajemen Kolektif seperti 
Yayasan Karya Cipta Indonesia terhadap pemanfaatan hak 
ekonomi bagi pencipta di Kota Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam meningkatkan 
perekonomian pencipta atas hasil karya cipta lagu di Kota 
Makassar; 
                                                          
6
 Pepih Nugraha, Ikhlas dan pasrah tapi akal tak boleh padam!, Diakses pada 
kompasiana.com pada 20 Juli 2014 pukul 13.00. 
9 
2. Untuk mengetahui peran Lembaga Manajemen Kolektif 
seperti YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) terhadap 
pemanfaatan hak ekonomi bagi musisi di Kota Makassar. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya 
manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian 
tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada 
umumnya dan hukum hak cipta pada khususnya; 
b. Sebagai bahan referensi dalam hal pendalaman ilmu 
hukum hak cipta khususnya dalam bidang karya cipta 
musik/ lagu. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai 
masukan untuk penyusunan produk hukum hak cipta; 
b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu 
pengetahuan dan diharapkan dapat dijadikan 
pedoman bagi para musisi dalam memperoleh hak-





A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, defenisi 
perlindungan adalah tempat berlindung, menjadikan atau 
menyebabkan suatu hal berlindung. Secara umum, perlindungan 
berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu 
itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda dan barang. Selain 
itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang 
diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia defenisi Hukum 
adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, 
yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. 
 Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan 
hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, 
mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan-
ketentuan yang menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni 
menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan 
terlarang untuk dikerjakan. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan 
suatu perbuatan yang terlarang berikut sebagai akibat (sanksi) 
hukum didalamnya. 
Menurut Achmad Ali, yang dimaksud dengan hukum adalah 
seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam satu sistem, 
11 
yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh 
dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam 
kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari 
masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui 
berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta 
benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu 
keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut 
dilanggar akan memberikan kewenangan bagi ototritas tertinggi 
untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.7 
Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan 
sebagai upaya yang dilakukan oleh otoritas tertinggi dalam 
masyarakat (pemerintah dan aparat penegak hukum) untuk 
menjamin kepastian hukum agar hak-hak warganya tidak dilanggar, 
dan bagi yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut 
maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang 
berlaku di masyarakat. 
 
B. Definisi Sosiologi Hukum 
Menurut Roscoe Pound, terdapat unsur baru di dalam 
hukum yaitu asas-asas yang dibutuhkan keberadaannya karena 
disadari bahwa tidak mungkin kaidah dilaksanakan secara tepat 
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Kedua; Jakarta: P.T. Toko Agung Tbk, 2002), hal 35. 
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terhadap setiap detil situasi yang bertalian dengan fakta. Roscoe 
Pound membedakan hukum dalam dua arti, yaitu sebagai berikut:8 
1. Hukum dalam arti sebagai tata hukum yang mempunyai pokok 
bahasan : 
a. Hubungan antara manusia dengan individu lainnya; dan 
b. Tingkah laku individu yang mempengaruhi individu 
lainnya atau yang memengaruhi tata sosial atau tata 
ekonomi. 
2. Hukum dalam arti kumpulan dasar-dasar kewenangan dari 
putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif 
mempunyai pokok bahasan, yaitu harapan-harapan atau 
tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu atau pun 
kelompok yang memengaruhi hubungan mereka atau 
menentukan tingkah laku mereka. 
Definisi di atas menunjukkan dengan jelas pandangan yang 
realistis dan sosiologis. Dalam definisi hukumnya Roscoe Pound 
menekankan bahwa hukum merupakan realitas sosial. Hal itu 
sejalan dengan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa 
hukum harus dipandang sebagai pranata sosial.9 
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa usaha yang dilakukan 
orang untuk memahami kerangka kehidupan sosial yang namanya 
hukum itu, pada hemat saya senantiasa akan muncul sifat hakekat 
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sesungguhnya daripada hukum itu sebagai suatu usaha manusia 
untuk menertibkan masyarakat sehingga kehidupan bersama dapat 
berjalan dengan lancar. Usaha itu meliputi tindakan-tindakan yang 
dipikirkan untuk diambil, cara-cara atau teknik-teknik yang dipilih 
untuk mengatur tingkah-laku manusia. Apabila dalam pembicaraan 
mengenai hukum ini kita telah mulai menyinggung usaha manusia, 
maka kita sebetulnya sudah memasuki suatu pendekatan yang 
baru di dalam telaah kita mengenai hukum.10 
Disebut sebagai sebuah pendekatan baru, karena 
pandangan kita diarahkan keluar dari sistem peraturan itu. Dengan 
pandangan keluar disini dimaksudkan, bahwa kita lalu mencoba 
untuk memperhatikan relevansi sosial sistem hukum itu. Dalam 
bentuk lebih rinci mengenai sudut pendekatan yang dipakai dan 
masalah apa pula yang digarap di situ, yaitu antara lain:11 
1. Mencoba untuk memahami bagaimana hukum itu berakar 
pada susunan sosial masyarakatnya, kulturnya, susunan 
ekonominya dan sebagainya; 
2. Melihat bagaimana hukum itu menjadi atau membentuk, 
bagaimana berubahnya, semuanya dalam rangka fungsinya 
untuk melayani masyarakat; 
3. Melihat bagaimana hukum atau lembaga-lembaga hukum itu 
dijabarkan ke dalam tindakan manusia. Dengan demikian 
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akan nampak bahwa hukum itu sesungguhnya bukan hanya 
sistem peraturan-peraturan, melainkan juga sistem 
perbuatan manusia. Manusia dalam arti baik para pejabat 
hukum maupun warga negara sendiri. Kecuali itu perhatian 
juga akan diarahkan kepada lembaga-lembaga hukum 
sebagai suatu organisasi sosial yang biasa, tidak ada 
bedanya dengan organisasi-organisasi sosial lainnya, seperti 
perusahaan, toko-toko dan sebagainya; 
4. Mengamati pengaruh atau bekerjanya faktor-faktor dan 
kekuatan-kekuatan diluar hukum terhadap hukum; 
5. Peraturan-peraturan hukum itu tidak ditinjau dari sudut 
kesahannya menurut hukum (terkenal dengan istilah “Juridis-
Formal”), melainkan apakah ia mampu menimbulkan efek-
efek yang dikehendaki. 
 
Kebutuhan yang ditimbulkan oleh keadaan sebagaimana 
dilukiskan di atas menyebabkan, bahwa studi hukum mulai banyak 
menggunakan konsepsi-konsepsi serta wawasan-wawasan ilmu-
ilmu sosial di luar hukum. Dalam meminjam perlengkapan ilmu-ilmu 
ini diharapkan lebih banyak masalah mengenai seluk-beluk 
bekerjanya hukum di dalam masyarakat bisa dijelaskan.12 
Berdasarkan penjabaran tersebut, maka menurut Zainuddin Ali, 




bahwa segala aktivitas sosial manusia yang dilihat dari aspek 
hukumnya disebut sebagai sosiologi hukum.13 
Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu 
cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang 
menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara 
hukum dengan gejala-gejala sosial lainya.14 
Eugen Erlich, mengatakan sosiologi hukum berusaha 
membuktikan teori bahwa titik berat perkembangan hukum bukan 
berada dalam perundang-undangan, bukan pula pada keputusan 
pengadilan dan juga bukan di dalam ilmu hukum tetapi dalam 
kehidupan masyarakat.15 
Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum adalah suatu 
cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara 
hukum dengan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. 
Sosiologi hukum mempelajari mengenai keberlakuan hukum di 
masyarakat dan bagaimana reaksi masyarakat setelah 
diterapkannya suatu peraturan hukum tersebut. 
 
C. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum 
Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup sosiologi hukum 
di atas, dapat diketahui dan dipahami bahwa karakteristik kajian 
                                                          
13
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www.rumahmahasiswamalas.blogspot.com, pada tanggal 24 februari 2014, pukul 10.00 
Wita. 
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sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat 
dalam mewujudkan: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) 
pengungkapan (revealing), dan (4) prediksi. Selanjutnya, akan 
diuraikan beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum sebagai 
berikut:16 
1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi 
terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu 
dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, 
penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari 
bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang 
kegiatan hukum tersebut; 
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan: mengapa 
suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial 
masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yg 
berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya.  Hal itu 
memang asing kedengarannya bagi studi hukum normatif. 
Studi hukum normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya 
berkisar pada “apa hukumnya” dan “bagaimana 
menerapkannya”. Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Max 
Weber yang menamakan cara pendekatan yang demikian itu 
sebagai suatu interpretative understanding, yaitu cara 
menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah 
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laku sosial. Dengan demikian, mempelajari sosiologi hukum 
adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum 
sehingga mampu mengungkapkannya. Tingkah laku yang di 
maksud mempunyai dua segi, yaitu “luar” dan “dalam”. Oleh 
karena itu, sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah 
laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga 
memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang 
meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila disebut 
tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak 
membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan 
hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya diungkapkan 
sama sebagai objek pengamatan penyelidikan ilmu ini; 
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari 
suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu 
memprediksi sesuatu hukum yang sesuai dan/atau tidak 
sesuai dengan masyarakat tertentu. Pernyataan yang 
bersifat khas di sini adalah “apakah kenyataan memang 
seperti tertera pada bunyi peraturan itu”? Bagaimana dalam 
kenyataannya peraturan hukum itu? Perbedaan yang besar 
antara pendekatan yuridis normatif dengan yuridis empiris 
atau sosiologi hukum. Pendekatan yang pertama menerima 
apa saja yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan 
yang kedua senantiasa mengujinya dengan data empiris; 
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4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. 
Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan 
objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu 
lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah 
pada memberikan penjelasan terhadap objek yang 
dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering 
menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum 
ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau 
melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini, bahwa 
sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan 
mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan 
bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena 
hukum yang nyata. 
 
D. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 
Menurut sejarah kelahirannya, hak kekayaan intelektual 
adalah bentuk baru dari pengembangan hak milik konvensional 
atas suatu benda bergerak yang  tidak berwujud. Keberadaan hak 
kekayaan intelektual timbul sebagai bentuk penghargaan atas 
kegiatan intelektual manusia dalam mewujudkan sesuatu yang 
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baru, baik di bidang teknologi, sastra, dan ilmu pengetahuan, 
maupun di bidang industri.17 
Ada beberapa definisi yang dapat kita ketahui tentang Hak 
Kekayaan Intelektual, yaitu:18 
1. Definisi HKI adalah hak eksklusif yang diberikan 
Pemerintahan kepada penemu / pencipta / pendesain atas 
hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan; 
2. Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak 
karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan 
sendiri atau dilisensikan. 
Jadi, secara sederhana Hak Kekayaan Intelektual dapat 
diartikan sebagai hak yang berkenaan dengan kakayaan yang 
timbul akibat kemampuan intelektual manusia. Kemampuan 
tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, 
seni, dan sastra. Akan tetapi, selain mencakup hak yang berkenaan 
dengan kekayaan, HKI juga mencakup perlindungan terhadap 
kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. 
Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu 
dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:19 
1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; 
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2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang 
didasarkan pada kemampuan intelektual; 
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi. 
Meskipun terdapat teori universalitas tentang hak kekayaan 
intelektual, hingga kini belum ada definisi tunggal yang disepakati di 
seluruh dunia tentang apakah yang di maksud dengan hak 
kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan pengertian dari hak 
kekayaan intelektual sulit untuk didefinisikan dalam satu kalimat 
sederhana yang dengan tepat dapat menggambarkan tentang 
pengertian dari hak kekayaan intelektual secara menyeluruh. 
Masing-masing negara memiliki definisi tentang kekayaan 
intelektual. Definisi hak kekayaan intelektual di berbagai negara 
sangat dipengaruhi oleh politik hukum dan standar perlindungan 
hukum yang diterapkan di masing-masing negara. Di samping itu, 
ada beberapa faktor yang juga berperan dalam menciptakan 
adanya perbedaan baik dalam mendefinisikan hak kekayaan 
intelektual maupun dalam menentukan standar perlindungan atas 
hak kekayaan di berbagai negara. Faktor-faktor tersebut 
selanjutnya akan diuraikan satu demi satu berikut ini:20 
1. Faktor sistem hukum 
Terminologi hukum “kekayaan intelektual” sebagai 
bagian dari suatu sistem hukum erat berkaitan dengan politik 
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hukum (law policy), kepentingan ekonomi, kepentingan 
sosial, dan bahkan dengan sejarah hukum serta pandangan 
hidup dan budaya hukum dari suatu negara. McKeough dan 
Stewart percaya bahwa faktor-faktor tersebut merupakan 
salah satu penyebab mengapa tiap-tiap negara memiliki 
definisi kekayaan intelektual dan standar perlindungan 
hukum yang berbeda-beda. 
Oleh karena itu, bagaimana suatu negara 
mendefinisikan hak kekayaan intelektual dan bagaimana 
standar perlindungan atas hak kekayaan intelektual 
diberikan di suatu negara tidak terlepas dari sistem hukum, 
politik hukum, dan kepentingan ekonomi suatu negara. 
Misalnya, negara-negara common law seperti Amerika 
Serikat, Inggris, ataupun Australia mendefinisikan hak 
kekayaan intelektual sebagai hak perorangan (personal 
property) yang bersifat individualistik. Definisi tersebut tidak 
terlepas dari sejarah hukum hak milik di negara-negara 
common law yang sangat kental dipengaruhi oleh pemikiran 
John Locke pada abad ke-18 yang berprinsip bahwa 
manusia memiliki hak untuk merdeka, hidup sejahtera, dan 
berhak atas seluruh hasil jerih payahnya. 
Khusus di bidang kekayaan intelektual, pembentukan 
hukum hak kekayaan intelektual sangat sarat dengan pesan 
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sponsor dari industri-industri besar, seperti perusahaan 
perfilman, industri farmasi, dan industri piranti lunak 
komputer dan industri penerbit buku yang memperoleh 
keuntungan ekonomi dari mengeksploitasi hak kekayaan 
intelektual. 
2. Faktor sifat dinamis hak kekayaan intelektual 
Kesulitan membakukan suatu definisi tunggal dari hak 
kekayaan intelektual juga terjadi disebabkan sifat dinamis 
dari hak kekayaan intelektual itu sendiri. Sifat dinamis dari 
hak kekayaan intelektual tercermin dari adanya berbagai 
revisi yang telah dilakukan atas konvensi internasional hak 
kekayaan intelektual yang pernah berlaku guna disesuaikan 
dengan tuntutan perkembangan yang terjadi di masyarakat. 
Semula Berne Convention hanya melindungi karya-
karya tulis, gambar, atau lukisan. Namun, sejalan dengan 
perkembangan teknologi, cakupan perlindungan atas hak 
cipta juga diperluas terhadap sinematografi, fotografi dan 
koreografi. Perubahan ini mengindikasikan bahwa selain 
bersifat dinamis, hak kekayaan intelektual juga berkembang 
seiring dengan perkembangan teknologi. Reynolds dan 
Stoianoff telah memprediksikan bahwa: 
“There is no real limit to what might be characterized 
as intellectual property in the future.” 
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“Tidak ada batasan nyata yang harus menjadi 
karakteristik kekayaan intelektual di masa depan”. Oleh 
karena itu, tidak ada definisi yang baku yang dengan tepat 
dapat menggambarkan secara menyeluruh tentang 
pengertian dari hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, 
definisi hak kekayaan intelektual tidak perlu dibakukan, 
tetapi cukup dipahami sebagai sekumpulan hak dengan 
berbagai nama dan karakter yang timbul dari suatu kegiatan 
yang melibatkan kegiatan intelektual manusia (mental 
labour) yang diwujudkan sebagai karya baru dan orisinal, 
yang memiliki daya pembeda dan bernilai ekonomis. Secara 
sederhana Pearson dan Miller membuat definisi hak 
kekayaan intelektual sebagai berikut: 
“The subject matter of intellectual property is, in 
general terms, the product of thought creativity and 
intellectual effort.”  
“Subyek intelektual adalah, persyaratan umum, hasil 
pemikiran kreativitas dan usaha intelektual”. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan 
Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir 
karena kemampuan intelektual manusia dan dalam 
perkembangannya, hasil dari karya-karya intelektual tersebut akan 
menjadi suatu produk barang atau jasa yang memiliki sifat 
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komersial. Mengapa? Sebab untuk mewujudkan sebuah ide dan 
gagasan dalam sebuah tulisan, kemudian dikembangkan menjadi 
sebuah produk, tentu memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, 
dan biaya. Oleh karena itu, hasil temuan karya intelektual harus 
dapat dikelola secara komersial, agar dapat mengembalikan modal 
dan memperoleh keuntungan.21 
 
E. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual Indonesia 
Hak Kekayaan Intelektual atau biasanya disingkat HKI 
sebagai sebuah konsep berasal dan berkembang di negara barat. 
Oleh karena itu, manfaat sistem HKI lebih sering didengungkan 
oleh negara-negara maju selaku produsen atau penghasil HKI. 
Kebanyakan argumen yang diajukan sebagai pembenar terhadap 
sistem HKI didasarkan pada perspektif pembangunan ekonomi, 
peningkatan inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Secara yuridis, penggunaan istilah kekayaan selalu dikaitkan 
dengan kepemilikan hak atas benda bergerak (moveable goods), 
benda tidak bergerak (immoveable goods), benda berwujud 
(tangible goods), ataupun yang tidak berwujud (intangible goods). 
Dari perspektif hukum kekayaan, hak kekayaan intelektual 
digolongkan sebagai hak milik pribadi (personal property) yang 
timbul dari hak alamiah manusia (natural right). Karenanya, hak 
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kekayaan intelektual, serupa dengan hak kebendaan lainnya, dapat 
dipertahankan dari kekuasaan siapa pun yang tidak berhak.22 
Menurut Hayyanul Haq, sesungguhnya teori yang menjadi 
dasar pengembangan Intellectual Property Rights adalah berasal 
dari teori John Locke yang inti ajarannya adalah sebagai berikut: 1) 
Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk semua 
manusia; 2) Tuhan menciptaan manusia dengan segala potensi 
yang melekat dalam dirinya untuk bisa survive (mempertahankan 
diri); 3) setiap manusia berhak untuk melakukan intervensi atas 
alam guna mempertahankan survivetasnya; 4) setiap manusia 
berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi antar 
personal-personal yang ada; 5) hak personal itu tidak bisa diberikan 
atau dicabut oleh siapapun; 6) setiap orang harus menghormati hak 
itu sebagai hak personal.23 
Selain John Locke yang menekankan pahamnya yang 
bersifat individualistik. Teori tentang HKI juga di perkenalkan oleh 
Friedrich Hegel yang melengkapi konsep Locke dengan penekanan 
kreasi intelektual merupakan perwujudan kepribadian (personality) 
sebagai hak abstrak (abstract right) sebagai alasan manusia eksis 
dan penghargaan tidak semata-mata kompensasi ekonomi, tetapi 
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lebih bersifat etis dan moral (reward) yang berimplikasi pada 
pengakuan hak moral (moral right). 
Berangkat dari teori hukum alam (The Natural Right 
Perspective) milik John Locke, dan “Property for Personhood” milik 
Friedrich Hegel. Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem 
Hak Kekayaan Intelektual dari perspektif ilmu hukum, yaitu:24 
1. Natural Right Theory; 
2. Utilitarian Theory; 
3. Contract Theory. 
 
1. Natural Right Theory 
 Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai 
hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari 
ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada 
masyarakat. Ada dua unsur utama teori ini, yaitu: first 
occupancy dan a labor justification.25 
a. First Occupancy 
 Seseorang yang menemukan atau mencipta 
sebuah invensi berhak secara moral terhadap 
penggunaan eksklusif dari invensi tersebut  
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25
 Oddi, A. Samuel, TRIPS-Natural Right and A “Polite From of Economic Imprerialism”, 
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b. A Labor Justification 
 Seseorang telah berupaya di dalam mencipta 
hak kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah 
sebuah invensi, seharusnya berhak atas hasil dari 
usahanya tersebut. 
 
2. Utilitarian Theory 
 Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan 
merupakan reaksi terhadap natural right theory. Menurut 
Bentham, natural right merupakan “simple nonsense”. 
Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa 
natural right memberikan hak mutlak hanya kepada 
inventor dan tidak kepada masyarakat. Menurut utilitarian 
theory, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan 
misalnya membuat peraturan-peraturan yang dapat 
memaksimalkan kebahagiaan masyarakat. Teori ini 
memperkenalkan pembatasan terhadap invensi yang 
dipatenkan oleh pihak lain selain pemegang hak. 
 
3. Contract Theory 
 Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang 
menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian 
antara inventor dan pemerintah. Dalam hal ini, bagian 
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dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang 
paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan 
memberitahukan kepada publik bagaimana cara 
merealisasikan invensi tersebut. 
 
Karena hak atas kekayaan intelektual merupakan hak atas 
suatu karya cipta, baik karya seni, teknologi, atau buah pemikiran; 
yang besifat given dan inheren pada pencipta karya tersebut serta 
tidak dapat dihilangkan keberadaannya. Sehingga karya intelektual 
tersebut harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya 
bagi dirinya sendiri, melainkan bagi seluruh umat manusia di 
dunia.26 Untuk itu perlindungan dalam hal HKI yang selama ini lebih 
dominan ditujukan pada perlindungan individual. Saat ini untuk 
memberikan penyeimbang antara kepentingan individu sebagai 
barang milik pribadi dengan kepentingan masyarakat sebagai 
barang milik umum. Pertama HKI harus muncul paling tidak jika 
ada cukup barang dalam kondisi yang baik secara umum untuk 
semua orang. Kedua, hal tersebut dapat diterapkan sepanjang 
setiap orang dapat menggunakan barang tersebut yang berguna 
bagi kehidupan.27 
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F. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia 
Pada dasarnya, hukum adat yang ada di Indonesia tidak 
mengenal terminologi hak kekayaan intelektual. Istilah intellectual 
property right atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
menjadi hak kekayaan intelektual berakar dan berkembang dalam 
tradisi hukum Eropa Kontinental dan Common Law yang 
diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda pada masa kolonialisme 
sebagai konsekuensi logis dari prinsip konkordansi hukum. 
Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia, 
telah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1885, UU merek mulai 
diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul 
dengan diberlakukannya UU Paten pada tahun 1910. Dua tahun 
kemudian, UU hak cipta (Auteurs Wet 1912) juga diberlakukan di 
Indonesia. Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan 
tersebut, pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia memutuskan 
untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan 
disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 1914. 
Setelah Indonesia merdeka, ketentuan tentang Austeurswet 
dan Reglement Industrieele Eigendom Kolonien masih tetap 
diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia hingga lahirnya 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Sedangkan 
Octoroi Wet dinyatakan tidak berlaku oleh pemerintah Republik 
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Indonesia karena dianggap tidak mengakui eksistensi kedaulatan 
negara Republik Indonesia dalam menganugerahkan hak paten 
kepada penemu (inventor).28 
Sejarah pembentukan hukum kekayaan intelektual 
berlangsung lebih intensif ketika Indonesia resmi menjadi anggota 
World Trade Organization (WTO) pada tahun 1994 dan secara 
otomatis Indonesia telah terikat pada ketentuan Trade Related 
Aspects of Intellecual Property Rights (TRIPs) Agreement yang 
berada di bawah Dewan Umum (General Council) WTO. Sejak saat 
itu pembangunan hukum kekayaan intelektual menjadi salah satu 
agenda politik hukum yang cukup penting di Indonesia dan menjadi 
titik awal penentu sejarah pembentukan hukum hak kekayaan 
intelektual dalam khazanah sistem hukum Indonesia sebagaimana 
yang kita kenal saat ini. 
Berdasarkan perkembangan hak kekayaan intelektual yang 
terbaru tersebut, HKI mempunyai tujuh cabang, yaitu;29 
1. Hak Cipta 
Cabang HKI yang melindungi ciptaan manusia di 
bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Beberapa 
ciptaan seperti program computer, musik, buku, novel, 
karya arsitektur, tari, seni patung dan karya seni lainnya 
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adalah contoh dari ruang lingkup karya yang dilindungi 
oleh hak cipta; 
2. Merek 
Tanda yang membedakan barang atau jasa dari satu 
perusahaan dengan barang atau jasa yang sejenis yang 
diproduksi oleh perusahaan lain. Merek merupakan 
sebuah tanda yang dapat berupa gambar, nama, kata, 
huruf, angka, susunan warna, dan kombinasi dari unsure-
unsur tersebut; 
3. Paten 
Cabang HKI yang melindungi invensi di bidang 
teknologi dan berisi pemecahan masalah. Paten dapat 
berupa produk, proses maupun pengembangan atau 
penyempurnaan paten produk atau proses. Ada dua jenis 
paten yang dikenal dalam UU Paten Indonesia, yaitu: 
paten biasa dan paten sederhana; 
4. Desain Industri 
 Cabang HKI yang melindungi tampilan luar dari kreasi 
bernilai artistic berupa bentuk, konfigurasi, komposisi 





5. Rahasia Dagang 
 Cabang HKI yang melindungi informasi yang tidak 
diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis. 
Contoh rahasia dagang yang dapat dilindungi oleh UU 
Rahasia Dagang Indonesia adalah: metode produksi, 
metode pengolahan, metode penjualan, informasi lain di 
bidang teknologi dan bisnis; 
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
 Cabang HKI yang melindungi kreasi berupa 
rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen 
dalam sebuah sirkuit terpadu; 
7. Perlindungan Varietas Tanaman 
 Cabang HKI yang melindungi varietas tanaman baru 
berupa sekelompok tanaman, jenis, atau spesies, bentuk, 
pertumbuhan, daun, bunga, biji, dan ekspresi 
karakteristik genotif atau kombinasi genotif. 
 
Namun, dalam penegakan hukumnya terlihat jelas bahwa 
perlindungan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia masih 
bersifat retorika di atas kertas dan terkesan masih disepelekan, 
baik oleh pemerintah, pembuat undang-undang, masyarakat, 
pelaku bisnis, maupun oleh aparat hukum itu sendiri. Terjadinya 
pelanggaran hak kekayaan intelektual terutama dibidang hak cipta 
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begitu nyata ada disekitar kita seakan-akan tidak ada hukum yang 
berlaku untuk melindungi HKI di Indonesia. 
Indonesia dikategorikan sebagai negara yang masuk ke 
dalam daftar prioritas pengawasan (Priority Watch List), sebab 
masih adanya praktik penjiplakan dan pemalsuan HKI. Misalnya 
seperti pembajakan terhadap produk Video Compact Disk (VCD) 
dari program komputer, terjemahan buku-buku asing, hak paten 
untuk obat-obatan, dan beberapa merek produk serta desain 
industri. Sehingga negara yang tergabung dalam persetujuan 
TRIPs tersebut telah mengambil tindakan balasan di bidang 
perdagangan secara silang (cross-retaliatory measure), yaitu 
dengan melakukan penangguhan terhadap beberapa produk 
Indonesia yang diekspor ke beberapa negara maju. 
Untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara 
tetanggga secara khusus, dan negara-negara maju pada 
umumnya, maka proses pengembangan terhadap hak kekayaan 
intelektual di dalam negeri sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi 
pelaksanaannya. Proses pengembangan tersebut perlu mendapat 
perhatian kita semua sebagai anak bangsa, karena filosofi yang 
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terkandung di dalam HKI adalah Kreatifitasmu, Invensimu, 
Inovasimu, dan Investasi Masa Depanmu.30  
 
G. Pengertian Hak Cipta 
Dari segi sejarahnya, konsep perlindungan hak cipta mulai 
tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J. 
Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas di Eropa. 
Keperluan di bidang ini timbul karena dengan mesin cetak, karya 
cipta khususnya karya tulis dengan mudah diperbanyak secara 
mekanikal. Peristiwa inilah yang pada awalnya menumbuhkan 
copyright.31 
Untuk Indonesia sendiri Istilah hak cipta diusulkan pertama 
kalinya oleh St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di 
Bandung Tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres 
tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap 
kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu 
sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs 
Rechts. 
Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu 
memberikan kesan “penyempitan” arti seolah-olah yang dicakup 
oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, 
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yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan 
istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang 
mengarang.32 
Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi 
pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau 
memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah 
suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.33 
Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak 
cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang 
pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di 
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagai suatu hak 
kebendaan yang bersifat khusus, hak cipta memiliki sifat dan 
karakter yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada 
umumnya. Hakikat, kriteria, dan sifat dari hak cipta, baik secara 
implisit maupun eksplisit terkandung dalam beberapa pasal 
Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3, 
dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, 
yaitu:34 
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1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang 
hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau 
menyewakan ciptaannya; 
2. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan 
dilahirkan; 
3. Hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak; 
4. Hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya; 
5. Pengalihan hak cipta dapat terjadi karena pewaris, hibah, 
wasiat, lisensi, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
6. Hak cipta merupakan satu kesatuan dengan penciptanya 
dan tidak dapat disita, kecuali jika hak-hak tersebut 
diperoleh secara melawan hukum. 
Pada dasarnya, hak eksklusif pencipta atau pemegang hak 
cipta timbul secara otomatis terhitung sejak suatu ciptaan 
dilahirkan. Sejak saat itu, pencipta atau pemegang hak telah 
memiliki hak eksklusif atas ciptaannya tersebut tanpa memerlukan 
proses pendaftaran hak secara formal.  
 
H. Aspek-Aspek  dalam Hak Cipta 
1. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta 
Berne Convention tidak mendefinisikan tentang siapakah 
yang disebut sebagai pencipta (author). Karena itu, siapakah 
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yang disebut sebagai pencipta atau the author diserahkan 
sepenuhnya pada kebijakan sistem hukum masing-masing 
negara anggota. Hukum Prancis dan negara-negara civil law 
pada umumnya, termasuk Indonesia, merumuskan pencipta 
dalam bentuk orang perorangan, seperti penulis, komposer, 
pelukis, koreografer, arsitektur, dan sebagainya. Sedangkan 
negara common law cenderung merumuskan pencipta dalam 
bentuk subjek hukum berupa badan hukum (legal entity), seperti 
produser film, organisasi penyiaran, perusahaan penerbit, serta 
perusahaan rekaman (record company atau publishing 
company). Secara yuridis, badan hukum ini dianggap sebagai 
pencipta sekaligus sebagai pemegang hak cipta (the original 
rights owner) atas sebuah ciptaan.35 
Karena Indonesia menganut paham pencipta 
berdasarkan orang perorangan maka dalam Undang-Undang 
Hak Cipta Pasal 1 ayat (2) Pencipta adalah seorang atau 
beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya 
melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, 
imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang 
dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. 
Ciptaan yang dilindungi antara lain dalam bidang ilmu 
pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan, yaitu; 
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a. Buku, program computer, pamflet, perwajahan (lay out) 
karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulisan 
lain; 
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis 
dengan itu; 
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan 
ilmu pengetahuan; 
d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 
e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, 
dan pantomime; 
f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, 




i. Seni batik; 
j. Fotografi; 
k. Sinematografi; 
l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan 
karya lain dari hasil pengalihwujudan. 
Jangka waktu yag diberikan untuk perlindungan paling 
lama adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung 
selama 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Untuk 
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beberapa ciptaan tertentu, dilindungi 50 tahun sejak pertama 
kali diumumkan. Jangka waktu perlindungan paling pendek 
selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan (misalnya 
fotografi). 
Tanpa mengurangi hak pencipta atas jangka waktu 
perlindungan hak cipta yang dihitung sejak sejak lahirnya suatu 
ciptaan, perhitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan 
yang dilindungi, sebagai berikut; 
a. Sepanjang hayat pencipta ditambah 50 tahun setelah 
meninggal dunia, untuk ciptaan yang asli dan bukan turunan 
(derivatif); 
b. Selama 50 tahun sejak perama kali diumumkan. Jenis-jenis 
ciptaan yang dimaksud meliputi program computer dan 
karya derivatif seperti karya sinematografi, rekaman suara, 
karya pertunjukan, dan karya siaran; 
c. Selama 25 tahun. Perlindungan yang terpendek ini diberikan 
untuk karya fotografi, karya susunan perwajahan, dan karya 
tulis yang diterbitkan; 
d. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, 
berlaku selama 50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali di 
umumkan; 
e. Ciptaan yang dipegang atau dilaksanankan oleh negara 
berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf b, berlaku tanpa batas. 
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Pada dasarnya pencipta suatu karya atau ciptaan pada 
awalnya adalah pemegang hak cipta atas karyanya karena 
dianggap sebagai pemilik pertama dari hak cipta tersebut. 
Adanya istilah pemegang hak cipta selain pencipta muncul 
karena hak cipta dapat di alihkan seperti hak kebendaan 
lainnya. Setelah hak itu dialihkan sepenuhnya maka yang 
tertinggal pada pencipta hanyalah hak moral saja (moral right). 
Dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 ayat (4) yang 
dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai 
pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari 
pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari 
pihak yang menerima hak tersebut. 
Hak tersebut diterima oleh pemegang hak cipta karena 
adanya peritiwa hukum. Adapun peristiwa hukum yang 
dimaksud diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUHC seperti 
pengalihan hak berdasarkan perjanjian, jual beli, pemberian 
hibah, wasiat, dan warisan. Tidak hanya itu, Pasal 45 UUHC 
juga membolehkan pemilik hak cipta memberi izin kepada pihak 
lain untuk melaksanakan hak eksklusifnya atas ciptaan 
berdasarkan perjanjian lisensi. Dalam hal ini pihak yang 
menerima pengalihan hak cipta berdasarkan waris, jual beli, 
atau perjanjian izin lisensi disebut sebagai pemegang hak cipta 
(copyright owner). 
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Disamping adanya pemegang hak cipta berdasarkan 
peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan 
Pasal 45 tersebut, Undang-Undang Hak Cipta juga memiliki 
konsep kepemilikan hak cipta disebabkan oleh undang-undang 
(by law) yang di atur dalam Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang 
Hak Cipta. Dalam hal ini, negara atau badan hukum, seperti 
penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai pemegang 
hak cipta secara hukum dalam hal sebagai berikut: 
a. Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal 
(anonymous works); 
b. Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta 
yang menggunakan nama samaran (pseudonymous 
works); 
c. Ciptaan-ciptaan berupa warisan budaya nasional dan 
peninggalan sejarah ataupun prasejarah (cultural 
heritage works); 
d. Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui siapa 
penciptanya dan penerbitnya; 
Konsep pemegang hak cipta yang terjadi karena undang-
undang ini mengindikasikan bahwa hak cipta merupakan suatu 
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hak kebendaan bergerak yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, 
baik perorangan maupun badan hukum termasuk negara.36 
 
2. Hak-Hak dalam Hak Cipta 
Pasal 1 angka 1 dan Pasal 24 Ayat 1 dan 2 UUHC 
mencantumkan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau 
pemegang hak cipta yang secara umum dapat dibagi menjadi 
dua, yaitu:37 
a. Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau 
pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi 
dari ciptaannya yang terdiri dari hak untuk: 
1) Memproduksi karya dalam segala bentuk; 
2) Mengedarkan perbanyakan karya kepada publik; 
3) Menyewakan perbanyakan karya; 
4) Membuat terjemahan atau adaptasi; 
5) Mengumumkan karya kepada publik; 
b. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau 
pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa 
alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah 
dialihkan. Secara umum, hak moral berhubungan dengan 
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 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global  (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2010), hal 88. 
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hubungan spirit atau jiwa dari pencipta dengan karyanya. 
Ada 2 jenis hak moral, yaitu: 
1) Hak untuk diakui sebagai pencipta (authorship right 
atau paternity right). Jika karya dari seorang pencipta 
diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan 
publik, nama pencipta harus tercantum pada karya 
tersebut; 
2) Hak keutuhan karya (the right to protect the integrity 
of the work). Hak ini akan mencegah tindakan 
perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak 
reputasi dan kehormatan pencipta. Perubahan 
tersebut dapat berupa: pemutarbalikan, pemotongan, 
perusakan, dan penggantian yang berhubungan 
dengan karya cipta.   
Menurut penjelasan UU Hak Cipta Indonesia, dinyatakan 
bahwa, oleh karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk 
yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada 
sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan 
perlindungan, sebab ide belum memiliki wujud yang 
memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak-hak 
yang terkandung dalam copyright atau hak cipta pada dasarnya 
bersifat economic right dan moral right, yang di dalamnya 
tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. 
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Selain hak moral dan hak ekonomi yang ada didalam hak 
cipta, ada juga yang dikatakan sebagai hak terkait (neighboring 
right). Menurut Stewart dan Sadison, hak terkait senantiasa 
merupakan hak yang timbul dari ciptaan yang berasal dari 
pengalihwujudan suatu karya karena hak tersebut merupakan 
perwujudan dari ciptaan yang telah ada. Oleh karena itu, yang 
dilindungi oleh hak terkait adalah bentuk lain dari suatu ciptaan 
yang telah ada sebelumnya yang telah beralih wujud menjadi 
ciptaan yang baru. Misalnya, syair lagu yang dinyanyikan, karya 
sinematografi dari sebuah novel, film dokumenter tentang suatu 
peristiwa atau fenomena alam, dan sebagainya. Oleh karena 
keberadaan hak terkait yang lahir dari hak cipta tersebut, TRIPs 
Agreement secara khusus menyebutnya sebagai “related 
right”.38 
Dengan demikian, dapat diketahui hak-hak yang 
terkandung di dalam copyright atau hak cipta antara lain adalah 
sebagai berikut; 
a. Reproduction right 
Hak reproduksi adalah hak untuk menggandakan atau 
memperbanyak jumlah ciptaan, baik dengan peralatan  
tradisional maupun modern; 
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 Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia, PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung, hlm 71. 
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b. Distribution right 
Hak ini dimaksudkan bahwa pencipta berhak 
menyebarluaskan hasil ciptaannya kepada masyarakat 
dalam bentuk penjualan, penyewaan ataupun bentuk lain 
agar ciptaan tersebut dikenal luas oleh masyarakat; 
c. Adaptation right 
Hak adaptasi adalah hak untuk melakukan adaptasi, 
baik melalui penerjemahan atau alih bahasa, aransemen 
musik, menggubah karangan dari nonfiksi ke fiksi serta 
sebaliknya. Hak ini diatur, baik dalam Konvensi Berne 
maupun UCC. Cakupan hak adaptasi menjadi peluang 
potensial perluasan hak cipta, seperti halnya adaptasi serial 
yang difilmkan dan sebagainya; 
d. Performing right 
Hak pertunjukan ini di atur khusus pada Konvensi 
Roma,  juga pada UCC dan Konvensi Berne. Pertunjukan 
dimaksudkan juga penyajian kuliah, khotbah, pidato, 
presentasi serta penyiaran film, rekaman suara pada TV dan 
radio. Istilah pertunjukan kadang disamakan dengan 
pengumuman artinya mempublikasikan ciptaan agar suatu 
ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain. 
Di Indonesia, Yayasan Karya Cipta Indonesia berperan 
penting dalam hal pertunjukan ini. Peran pemerintah juga 
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diharapkan, khususnya dalam hal control terhadap 
perjanjian, pembayaran royalti serta penegakan hukum; 
e. Cable casting right 
Cable casting right, yakni hak penyiaran yang 
dijalankan operasinya melalui transmisi kabel. Misalnya, 
suatu studio TV menyenangkan program acara komersialnya 
yang disiarkan kepada pelanggan melalui kabel; 
f. Broadcasting right 
Broadcasting right, yakni hak untuk menyiarkan 
dengan mentransmisikan suatu ciptaan dengan peralatan 
nirkabel. Hak ini telah diatur tersendiri dalam Konvensi 
Roma tahun 1961 dan Konvensi Brussel 1974, yang meliputi 
hak untuk menyiarkan ulang atau mentransmisikan ulang; 
g. Public/social right 
Hak ini menunjukkan bahwa hak cipta di samping 
sebagai hak eksklusif individu, juga berfungsi sosial. Di 
berbagai negara sering disebut sebagai public lending right, 
yakni hak pinjam oleh masyarakat yang berlakunya sama 
dengan lamanya perlindungan hak cipta; 
h. Moral right 
Moral right atau hak moral biasanya melindungi 
kepentingan pribadi si pencipta utamanya yang 
bersangkutan dengan reputasinya. Hak moral ini meliputi 
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hak untuk mencantumkan nama pencipta, baik asli atau 
samaran, serta identitas lainnya pada ciptaannya; 
i. Neighbouring right 
Hak salinan ini telah di atur dalam Konvensi Roma 
tahun 1961, sedangkan bidang rekaman telah diatur khusus 
dalam Convention for the Protection of Phonogram Against 
Unauthorized Duplication of Their Phonogram 1971. Di 
Indonesia, UU Hak Cipta 1997 telah mengatur neighbouring 
right dalam pasal 43. Pemilik hak-hak yang berkaitan 
dengan hak cipta ini meliputi para pelaku yang menghasilkan 
karya pertunjukan, produser rekaman, serta lembaga 
penyiaran yang menghasilkan karya siaran. Pada dasarnya, 
hak ini dimaksudkan untuk memberi izin atau melarang 
orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak 
ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. 
 
3. Pelanggaran Hak Cipta 
Setelah merek, hak cipta merupakan salah satu objek 
hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap 
pelanggaran. Modus operandi pelanggaran hak cipta juga 
semakin canggih dilakukan sejalan dengan canggihnya tingkat 
perkembangan teknologi. Pada dasarnya, pelanggaran hak 
cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa 
48 
izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si 
penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau 
dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari 
karya ciptaannnya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau 
bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta 
telah dikopi. 
Kenyataannya, usaha pencegahan melalui perangkat 
perundang-undangan tersebut hingga kini tidak menunjukkan 
hasil yang signifikan dalam mengurangi intensitas pelanggaran 
hak cipta ataupun mencegah makin meluasnya tindak pidana 
yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung 
jawab. 
Pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat dimintakan 
pertanggung jawaban hukum adalah pelaku yang secara 
langsung malakukan pelanggaran hak cipta (direct infrigement). 
Namun demikian, dalam sejarah penegakan hukum hak cipta 
juga berlaku secondary liability theory yang mengenal adanya 
dua jenis pertanggungjawaban hukum, yaitu contributory liability 
dan vicarious liability dari orang lain yang tidak melakukan 
pelanggaran hak cipta secara langsung, tetapi mereka secara 
yuridis dianggap telah melakukan pelanggaran hak cipta.  
Contributory liability memegang prinsip, apabila 
seseorang mengetahui adanya perbuatan pelanggaran hak 
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cipta, baik sebagai orang yang menganjurkan maupun 
menyebabkan terjadinya pelanggaran atau yang membantu 
secara materiil terjadinya pelanggaran hak cipta dapat 
dikategorikan sebagai orang yang melakukan pelanggaran dan 
bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari 
pelanggaran tersebut. 
Sedang Vicarious liability memegang prinsip, apabila 
seseorang menyewakan rumah atau toko miliknya dan tempat 
itu digunakan untuk melakukan pelanggaran hak cipta maka 
pemilik rumah atau toko tersebut dapat dijadikan orang ketiga 
yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta tersebut 
walaupun hal tersebut tidak diketahui oleh si pemilik tempat, 
namun tetap dijadikan sebagai pelanggar hak cipta karena 
pemilik dari tempat tersebut dianggap dapat mengontrol 
penggunaan dari toko yang ia persewakan dan dari situ ia juga 
mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil menyewakan 
tokonya.39 
Hak cipta sebagai hak yang dapat dimiliki dilindungi oleh 
undang-undang. Dapat dipahami perlindungan yang diberikan 
oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk 
menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus 
mencipta dan lebih kreatif. Undang-Undang Hak Cipta 
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 Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia, PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung, hlm  199-200. 
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Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai 
delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan 
yang lebih baik dari sebelumnya, dimana sebelumnya tindak 
pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan 
sifat ini bertujuan untuk memudahkan apabila terjadi 
pelanggaran bisa secara cepat ditangani di pengadilan dan 
tidak perlu ditunggu adanya pengaduan dari pemegang hak 
cipta. Dalam tindak pidana hak cipta, penyidikan dapat 
dilakukan oleh pejabat penyidik yakni Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 
yang berada di lingkungan departemen yang lingkup tugasnya 
atau memimliki tanggung jawab dalam bidang pembinaan hak 
cipta. Selain dapat diselesaikan dengan tuntutan pidana, 
pelanggaran hak cipta juga dapat diselesaikan dengan tuntutan 
perdata serta ganti rugi. 
 
4. Royalti 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia defenisi royalti 
adalah uang jasa yang dibayarkan penerbit kepada pengarang 
untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang 
dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang 
diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai 
hak paten atas barang tersebut. 
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Untuk memperoleh royalti atas penggunaan suatu karya 
pencipta oleh pihak lain harus didahului dengan pemberian 
lisensi. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2002 tentang Hak Cipta didefenisikan, bahwa lisensi 
adalah izin yang diberikan oleh pencipta, pemegang hak cipta 
atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk 
mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau 
produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. 
Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi berhak 
untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti yang 
dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung 
pada negosiasi para pihak. Royalti itu sendiri dapat diartikan 
sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas 
penggunaan karya ciptaannya.40  
 
I. Definisi Musik (Lagu) 
Sebelum membahas tentang lagu ada baiknya kita 
mengetahui apa itu seni? Sering kali orang mengalami kesulitan 
memilih antara seni dan yang bukan seni. Kesulitan itu disebabkan 
selain karena begitu eratnya seni melekat pada segala aspek 
kehidupan manusia sehari-hari dan demikian lembutnya sehingga 
tidak mudah diamati, juga karena orang memandangnya dari 
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 Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis Lisensi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal 20.  
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berbagai segi. Walaupun pada masa sekarang ini penggunaan kata 
seni semakin meluas dipergunakan oleh masyarakat, tetapi dari 
prinsip-prinsipnya serta cara penggolongannya seni dapat dikenali 
batas-batasnya.41 
Salah satu sifat yang menonjol dari seni adalah 
kebaruannya. Sifat kebaruan itu mendapat tempat penting, 
terutama dalam seni modern. Dalam pandangan ini jika terdapat 
dua benda yang kembar maka benda itu bukan seni dalam arti 
sebenarnya. Pengertian baru pada seni bahwa, seni merupakan 
hasil kreativitas penciptanya, yang terwujud dalam bentuk kreasi 
dari hasil pengolahan yang kreatif.42 
Kata seni mungkin sama dengan kata Sansekerta sani yang 
artinya persembahan, pelayanan, pemberian. Dalam bahasa Jawa 
Kuno terdapat kata sanidya yang artinya pemusatan pikiran. Seni 
dapat diartikan pula sebagai penjelmaan rasa indah yang 
terkandung dalam jiwa orang, dilahirkan dengan perantaraan alat-
alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera 
dengar (seni musik), indera pandang (seni lukis), atau yang 
dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari, drama). Apapun arti 
seni, ia selalu menyiratkan kehalusan dan kelembutan, karena seni 
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 Ibid, hlm 7. 
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bukan yang kasat mata tetapi justru yang tidak tampak, yaitu yang 
tersirat di dalam wujud yang nyata.43  
Menurut Hegel, perkembangan seni mengakibatkan 
tumbuhnya bermacam-macam seni. Adapun jenis-jenis seni adalah 
sebagai berikut:44 
1. Seni rupa adalah jenis seni yang ada rupanya, artinya 
seni yang wujudnya dapat diindera dengan mata dan 
diraba. Oleh karena itu seni rupa juga disebut seni 
visual; 
2. Seni sastra merupakan ungkapan batin yang 
dinyatakan dalam bentuk tulis yang indah; 
3. Seni pertunjukan adalah seni yang disajikan dengan 
penampilan peragaan. Maksudnya seni itu akan dapat 
dihayati selama berlangsung proses ungkap oleh 
pelakunya. Seni pertunjukan meliputi: 
a. Seni teater adalah ungkapan jiwa yang 
dipertunjukkan secara langsung dengan materi 
manusia sebagai pelakunya; 
b. Seni tari adalah ekspresi jiwa manusia yang 
diungkapkan dengan gerak-gerak ritmis yang 
indah; 
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c. Seni musik, yaitu ungkapan batin yang dinyatakan 
dengan irama nada yang melodis. Melodi seni 
musik adalah suara, karena itu pengamatan pada 
seni musik adalah pengamatan auditif. 
 
Musik sebagai salah satu bentuk seni, dibagi menjadi dua 
jenis tergantung darimana suara itu dihasilkan. Seni musik yang 
dieksperesikan dengan suara manusia disebut musik vokal, sedang 
musik yang diekspresikan dengan perantara alat-alat musik disebut 
musik instrumental. Salah satu karya seni musik yang 
menggabungkan musik vocal dan instrument adalah lagu. Lagu 
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ragam suara yang 
berirama merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, 
kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat 
musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai 
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A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Jakarta dan Makassar. Alasan 
penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena Jakarta sebagai 
pusat pemerintahan dan tempat berkantornya Dirjen HKI serta 
sebagai pusat perekonomian khususnya industri musik di 
Indonesia. Kota Makassar sebagai daerah tempat terjadinya 
masalah HKI khususnya pelanggaran terhadap hak ekonomi dari 
karya cipta lagu. 
 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah pencipta lagu, produser 
musik, dan masyarakat. Sedangkan yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini adalah beberapa orang pencipta lagu, beberapa orang 
produser musik, dan beberapa orang masyarakat. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun yang menjadi jenis dan sumber data di dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Data primer, yaitu data yang secara langsung didapatkan 
dilapangan melalui teknik wawancara dengan pihak pencipta 
lagu atau musisi, produser musik, dan masyarakat; 
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2. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan objek 
penelitian baik berupa buku-buku, data dari internet, 
peraturan perundang-undangan, maupun dari sumber 
tertulis lainnya yang masih berhubungan dengan obek 
penelitian. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara dengan pihak pencipta lagu atau musisi, 
produser musik, dan masyarakat; 
2. Untuk memperoleh data sekunder maka pengumpulan data 
dilakukan melalui kajian buku-buku, data dari internet, 
peraturan perundang-undangan, maupun dari sumber 
tertulis lainnya yang masih berhubungan dengan objek 
penelitian. 
 
E. Analisis Data 
Untuk mendapatkan hasil akhir yang diinginkan, maka data 
yang diperoleh baik dari hasil wawancara dan telaah literatur 
dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya data tersebut disajikan 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Peran Perlindungan Hukum Hak Cipta Dalam Meningkatkan 
Perekonomian Pencipta Atas Hasil Karya Cipta Lagu Di Kota 
Makassar 
Perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia ditandai 
dengan berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang 
Hak Cipta. Hadirnya Undang-Undang Hak cipta diharap dapat 
memberikan konstribusi yang besar dalam upaya penegakan 
hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta yang terjadi. 
Keinginan para pencipta untuk dapat menikmati haknya secara 
maksimal dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya 
sebagai mahkluk sosial, diharap dapat terwujud dengan berlakunya 
peraturan ini. 
Namun, minimnya pengetahuan tentang hal ini membuat 
keadaan hak cipta di Indonesia sangat memperihatinkan. 
Pembajakan yang merupakan salah satu contoh nyata pelanggaran 
hak cipta banyak terjadi didepan mata kita, tapi dengan dalih tidak 
tahu, perilaku membajak ini masih sering dilakukan oleh 
masyarakat. Belum lagi ulah para pengguna karya cipta (user) 
seperti restoran, radio, café, atau tv yang tidak bertanggung jawab 
dengan tidak membayarkan royalti kepada pencipta. Hal ini 
tentunya sangat bertentangan dengan kepentingan pencipta dalam 
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upayanya menegakkan hak cipta dan dapat merugikan pencipta 
sebagai pihak yang berusaha menjadikan hak cipta sebagai industri 
yang bernilai ekonomis. 
Padahal, menurut pihak Kementrian Hukum dan HAM 
Kantor Wilayah Sulawesi Selatan bagian pelayanan hukum umum, 
Ibu Nosema mengatakan bahwa Pemerintah dalam upaya 
melindungi hak cipta saat ini tidak hanya sebatas memberlakukan 
undang-undang dan peraturan-peraturan lain terkait hak cipta saja. 
Tugas kami sebagai pengayom masyarakat adalah berupaya 
melindungi hak para pencipta dengan menghimbau masyarakat 
untuk lebih mengenal apa itu hak cipta dan memberitahukan 
kepada mereka tentang pentingnya melindungi hak cipta melalui 
seminar-seminar, membagikan brosur kepada masyarakat, dan 
pemberitaan melalui media seperti Koran, tv, radio dan media 
online. 
Selain usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran, 
Menurut Ibu Nosema, sudah sekitar 2 Tahun terakhir ini PPNS dari 
Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Selatan 
bekerja sama dengan pihak Kepolisian Sul-Sel melakukan razia 
dibeberapa tempat yang diduga telah melakukan pelanggaran 
terhadap hak cipta. Hasilnya kami dapat menemukan dan menyita 
kaset-kaset, CD dan DVD bajakan serta menangkap beberapa 
orang sebagai pelaku pembajakan. Upaya ini dilakukan oleh 
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Pemerintah untuk mengurangi tingkat pelanggaran hak cipta yang 
terjadi di kota Makassar. Tapi upaya ini tidak dapat dilakukan 
secara rutin karena terkendala di pendanaan. 
Dalam melindungi hak cipta, dibutuhkan juga peran serta 
pencipta untuk melindungi haknya dengan cara mendaftarkan 
ciptaan. Dalam proses melakukan pendaftaran karya cipta bisa 
dilakukan di kanwil kemenkumham, melalui jasa konsultan HKI dan 
sentra-sentra HKI yang berada dekat dengan tempat tinggal para 
pencipta. Selain melakukan pendaftaran secara langsung, 
Direktorat Jendaral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) juga 
menyediakan jasa pendaftaran online melalui aplikasi E-Filling dan 
pendaftaran elektronik hak cipta yang dapat di akses pada laman 
resmi Dirjen HKI di www.dgip.go.id. 
Dengan melakukan pendaftaran ciptaan, pemerintah 
diberikan kemudahan dalam melakukan pendataan terhadap 
pemilik hak cipta. Selain itu, Ibu Nosema juga menjelaskan bahwa 
walaupun pendaftaran sebuah ciptaan memang bukanlah suatu hal 
yang wajib, sebab dalam hal ciptaan meskipun tidak didaftarkan 
akan tetap dilindungi oleh Pemerintah, namun pendaftaran ciptaan 
ini dimaksudkan untuk menjadikan bukti hak yang dimiliki pencipta 
ataupun pemegang hak cipta jikalau suatu saat terdapat masalah 
yang mempertanyakan pemegang hak sesungguhnya atas suatu 
ciptaan. 
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Berikut grafik yang menggambarkan jumlah permohonan 
pendaftaran ciptaan lagu yang diproses oleh Kantor Wilayah 







Pada Tahun 2010 hanya satu orang yang mendaftarkan 
ciptaannya. Kemudian pada Tahun 2011 s/d 2013 menurun karena 
sama sekali tidak ada pencipta yang mengajukan pendaftaran lagu 
ciptaannya. Sementara untuk Tahun 2014 tetap tidak terjadi 
peningkatan karena hanya ada satu pencipta yang mendaftarkan 
lagu ciptaannya. Jadi, dapat kita simpulkan dari grafik diatas terlihat 
bahwa tingkat kesadaran yang dimiliki pencipta untuk mendaftarkan 
ciptaan masih kurang, karena hanya dua orang saja yang sampai 
saat ini mendaftarkan lagunya. 
Namun demikian, segala usaha yang telah dilakukan oleh 
Pemerintah dalam melindungi hak cipta, tidak menjamin 
meningkatnya kualitas ekonomi para pencipta lagu di Indonesia. 
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Menurut pihak Direktorat Hak Cipta, DI, DTLST, dan Rahasia 
Dagang, Pak Agung mengatakan bahwa memang hal tersebut kita 
tidak menjamin dapat terlaksana dengan baik karena hal ini terkait 
dengan laju perkembangan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini 
tidak secara langsung melindungi hak ekonomi yang akan diterima 
oleh pencipta, melainkan hanya sebatas mengawasi berjalannya 
ketentuan-ketentuan hak cipta dilapangan. 
Untuk memperoleh hak ekonomi atau royalti, pencipta dapat 
mengkuasakan haknya kepada lembaga yang melakukan 
penarikan royalti yang dari para users yang dikenal dengan 
Lembaga Manajemen Kolektif. Untuk Lembaga Manajemen Kolektif 
yang aktif di Indonesia saat ini ada WAMI, YKCI, ASIRI, dan yang 
berkembang saat ini ada Creative Common. Walaupun tidak 
menarik royalti dari para user, namun Creative Common berusaha 
melindungi penggunaan hak cipta yang dibagi secara bebas di 
Internet. 
 
B. Peran Yayasan Karya Cipta Indonesia terhadap Pemanfaatan 
Hak Ekonomi Bagi Pencipta  
Yayasan Karya Cipta Indonesia atau yang lebih dikenal 
dengan YKCI didirikan pada 12 Juni 1990 atas inisiatif dari 
beberapa seniman musik dan pencipta lagu Indonesia. YKCI 
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merupakan organisasi nirlaba yang menghimpun dan membagikan 
royalti bagi para pencipta lagu, lirik dan para penerbit musik. 
Sebuah wadah kolektif manajemen yang berbadan hukum yayasan 
dan biasa disebut sebagai Collective Management Organisation 
(CMO) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan 
Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Wadah ini sebagai pemegang 
hak cipta yang dikuasakan oleh pencipta sebagai pemilik hak cipta 
sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2002 
tentang hak cipta.46 
Saat ini YKCI mempunyai 10 kantor perwakilan daerah di 10 
Provinsi di Indonesia. YKCI Mendapat kuasa sebanyak 2.800 
kuasa dari pencipta lagu Indonesia dengan karya cipta lagunya 
sebanyak 150.000 lagu yang mewakili semua jenis musik yang 
diketahui masyarakat saat ini. Selain itu, YKCI juga menjadi 
anggota The Internasional Confederation of Authors and 
Composers Societies (CISAC) ke 109 dari 136 Negara pada 15 
Januari 1991. Mendapat kuasa untuk lagu asing melalui reciprocal 
agreement dengan CMO Asing dan mewakili kepentingan dari 
2.186.746 pencipta lagu diseluruh dunia.47 
Menurut Sekjen YKCI di Jakarta, Pak Baskoro mengatakan 
bahwa hubungan hukum yang terjadi antara YKCI dan pencipta 
lagu adalah hubungan hukum keperdataan, karena timbul setelah 
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surat kuasa dan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban 
masing-masing pihak dibuat. Berdasarkan surat kuasa dan 
perjanjian inilah YKCI bekerja untuk menarik royalti dari para user 
atau pengguna karya cipta lagu dan membagikan royalti tersebut 
kepada para pencipta. Jadi, YKCI hanya bekerja melaksanakan 
tugas untuk menghimpun dan membagikan royalti kepada para 
pencipta, apabila pencipta atau pemegang hak cipta tersebut 
mengkuasakan haknya kepada YKCI.48 
Hak yang dikuasakan oleh pencipta atau pemegang hak 
cipta kepada YKCI adalah hak ekonomi mereka. Ada dua jenis hak 
ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta yang 
sangat menjadi perhatian dari YKCI yaitu hak memperbanyak 
(Mechanical Right) dan hak mengumumkan (Performing Right). 
Menurut Pak Mustafa (perwakilan YKCI di Makassar) kedua hak 
inilah yang kami utamakan karena sumber pendapatan terbesar 
yang dapat diterima oleh pencipta dan pemegang hak cipta melalui 
penarikan royalti dari kedua hak ini.49   
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penghimpun royalti, 
YKCI melakukan pentarifan royalti berdasarkan persetujuan yang 
disepakati secara universal. Adapun pentarifan tersebut antara lain; 
1. Basic Expenditure for Entertainment (BEE) Adalah 
pengeluaran rata – rata seseorang satu kali ke tempat 
                                                          
48
 Wawancara yang dilakukan dengan pengurus YKCI di Jakarta pada 25 Agustus  2014. 
49
 Wawancara yang dilakukan dengan pengurus YKCI di Makassar pada 17 September 
2014. 
64 
hiburan dalam 1 tahun. Dianggap sebagai Gross 
Income pengelola tempat hiburan untuk 1 
pengunjung.  
2. International Unquoted Acceptance (IUA) Adalah 
dasar persentase yang telah disetujui atau diterima 
secara universal, antara lain sebagai berikut: 
a. Featured Music seperti live concert, disko, 
karaoke, TV dan radio sebanyak 6% - 10%  
dari pendapatan kotor (gross income);  
b. Entertainment Music seperti hiburan musik di 
restaurant atau cafe sebanyak 3% - 6%  dari 
pendapatan kotor (gross income); 
c. Background Music seperti di toko-toko buku 
sebanyak 1% - 2%  dari pendapatan kotor 
(gross income). 
3. Occupancy Rate Adalah jumlah tingkat pemakaian 
atau kunjungan selama satu tahun sebesar 40%;  
4. Load Factor Adalah jumlah perkiraan penumpang 
dalam setiap perjalanan untuk kurun waktu satu tahun 
minimal 40%; 
5. Working Days/Months Adalah perhitungan jumlah hari 
kerja dalam satu tahun sebanyak 300 hari atau 12 
bulan; 
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6. Audiobility (Optional) Adalah persentase penggunaan 




Berdasarkan perhitungan ini besar jumlah royalti yang dihimpun 
oleh YKCI dari para user atau pengguna hak cipta lagu dapat 
diketahui. 
Setelah melaksanakan penghimpunan royalti dari para user, 
kemudian royalti tersebut didistribusikan kepada para pencipta lagu 
dan pemegang hak cipta. Royalti tersebut dibagikan kepada para 
pencipta lagu Indonesia maupun pencipta lagu asing hanya satu 
kali dalam setahun. Sebelum dibagikan hasil collecting (hasil 
pendapatan dari pengguna) selama satu tahun dihitung per 1 
Januari sampai dengan per 31 Desember, kemudian diproses 
secara administrasi. Sekitar lima bulan kemudian hasilnya siap 
untuk didistribusikan. Jadi para pencipta lagu tadi sudah dapat 
menerima royaltinya pada pertengahan tahun berikutnya. 
Adapun perincian royalti yang didistribusikan kepada para 
pencipta lagu Indonesia maupun asing sesuai dengan peraturan 
yang telah disepakati secara international sebagai anggota dari The 
Internasional Confederation of Authors and Composers Societies 
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(CISAC) yaitu hasil collecting (pendapatan dari users) tersebut 
dikurangi biaya operasional management YKCI sebesar 30% dan 
sisanya sebesar 70% seluruhnya didistribusikan kepada para 
Pencipta lagu Indonesia maupun asing, sebagai hak yang diperoleh 
para pencipta lagu. 
Pak Mustafa mengatakan, untuk wilayah Makassar sendiri 
saat ini para pencipta yang telah mengkuasakan hak ciptanya ada 
sekitar 30-an orang pencipta lagu. Mereka datang dari para 
pencipta dan penyanyi lagu-lagu daerah seperti Iwan Tompo, 
Ridwan Sau, Anci Laricci, dan pencipta lagu Anging Mammiri Bora 
Dg Rate. Tiap tahun kami mendistribusikan royalti mereka melalui 
rekening yang terdaftar di YKCI, tapi ada juga beberapa dari 
mereka yang datang langsung ke kantor kami untuk mengambil 
royalti sekalian saling jumpa dan berbincang-bincang. 
Untuk pencipta lagu yang sudah meninggal dunia YKCI tetap 
mendistribusikan royalti mereka melalui ahli waris yang ditunjuk 
oleh pencipta. Seperti alm. Iwan Tompo seluruh royalti yang 
diperolehnya saat ini diberikan kepada anaknya yang paling 
bungsu dan ini akan terus berlanjut sampai 50 tahun kedepan, 
karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UUHC bahwa 
masa berlakunya hak cipta setelah penciptanya meninggal dunia 
adalah 50 tahun. 
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Selain melaksanakan tugasnya dalam menghimpun dan 
mendistribusikan royalti. Di dalam surat kuasa yang diberikan 
pencipta kepada YKCI, juga diberi kuasa oleh pencipta lagu dalam 
hak untuk melakukan penindakan atas pelanggaran hak cipta baik 
secara hukum pidana maupun perdata atas nama pencipta lagu 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No. 
19 Tahun 2002  tentang Hak Cipta. 
Sebagai contoh pelanggaran hak cipta yang terjadi di 
Makassar dan saat ini sudah dilaporkan YCKI kepada pihak 
kepolisian adalah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh 
Denpasar Mas Karaoke, Fajar Anging Mammiri Karaoke dan One 
Family Karaoke. Menurut Pak Mustafa ketiga tempat bernyanyi 
keluarga ini dilaporkan kepada pihak kepolisian karena sampai saat 
ini belum melakukan pembayaran royalti kepada YKCI. Padahal 
dalam usaha karaoke yang mereka jalankan menggunakan lagu-
lagu yang dikuasakan kepada YKCI. 
YKCI juga sudah sering melakukan upaya untuk 
menanggulangi pelanggaran tersebut sebelum melaporkannya 
kepada pihak kepolisian. Bentuk upaya penanggulangan yang 
dilakukan YKCI dengan mencegah terjadinya pelanggaran melalui 
sosialisasi kepada para pengguna (users). Karena begitu seriusnya 
pihak YKCI dalam melakukan upaya penanggulangan pelanggaran 
hak cipta ini, sosialisasi tidak hanya dilakukan dalam bentuk 
68 
seminar pada satu tempat saja, YKCI juga melakukannya dengan 
jalan “door to door” dengan langsung mendatangi tempat usaha 
para pelaku usaha hiburan atau para users yang menggunakan 
lagu para pencipta. 
Selain sosialisasi yang dilakukan oleh YKCI sebagai bentuk 
upaya mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. YKCI 
juga melakukan himbauan kepada para users apabila pelanggaran 
tersebut sudah terjadi dengan mengirimkan surat yang sifatnya 
memberitahukan kepada users bahwa anda sudah melakukan 
pelanggaran. Dalam proses surat-menyurat ini YKCI membaginya 
menjadi tiga tahapan pemberitahuan, yaitu; 
1. Tahap Pertama, YKCI mengirimkan surat 
pemberitahuan (Introduction Letter) yang isinya 
bertujuan memberikan pengenalan bahwa lagu-lagu 
yang anda gunakan itu merupakan ciptaan yang 
dilindungi oleh undang-undang; 
2. Tahap Kedua, upaya ini dilakukan apabila users tetap 
tidak melakukan pembayaran royalti kepada YKCI. 
Dengan mengirimkan surat pengingat (Reminder 
Letter) yang isinya bertujuan mengingatkan kepada 
users bahwa anda mempunyai kewajiban untuk 
membayarkan royalti dengan dasar hukumnya adalah 
Undang-Undang Hak Cipta, apabila dilanggar maka 
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akan berakibat hukum. Dan apabila anda beritikad 
baik untuk melakukannya maka prosedurnya seperti 
ini; 
3. Tahap Ketiga, upaya ini dilakukan apabila users tetap 
tidak mengindahkan surat pertama dan kedua atau 
dengan kata lain para pengguna ciptaan tetap 
membangkang. YKCI akan mengirimkan surat 
peringatan (Warning Letter). 
Upaya ini dilakukan oleh YKCI dengan harapan bahwa para 
pelanggar hak cipta ini sebelum dilaporkan kepada pihak kepolisian 
terlebih dahulu diupayakan untuk dapat diselesaikan melalui 
pembicaraan antara pihak YKCI dengan para users. 
Pak Mustafa mengakui sebagai yayasan yang diberi 
tanggung jawab oleh pencipta untuk menagihkan royalti kepada 
users. YKCI masih sering menemukan kendala dalam melakukan 
penarikan royalti di wilayah Makassar. MInimnya biaya operasional 
dan kurangnya jumlah personil di YKCI Makassar membuat kami 
sedikit kewalahan dalam melaksanakan tugas. Apalagi para pelaku 
usaha hiburan atau users ini banyak yang “nakal”, sering kali 
berusaha untuk menghindar dari YKCI. Termasuk salah satunya 
dengan dalih berlindung dibalik Asosiasi yang melindungi usaha 
mereka, para users ini berupaya mempersulit YKCI untuk tidak 
melakukan penarikan royalti. Tapi hal tersebut tetap tidak 
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mengendurkan semangat dari YKCI untuk melindungi hak para 
pencipta lagu. 
Pesan YKCI terhadap para pencipta lagu yang ada di kota 
Makassar. Jika para pencipta lagu yang ada di Makassar peduli 
dengan karya lagu yang diciptakannya dengan harapan dapat 
merasakan manfaat dari hak ekonomi. Seharusnya para pencipta 
lagu dapat memanfaatkan keberadaan YKCI sebagai lembaga 
yang melindungi kepentingannya. Tidak ada ruginya, karena untuk 
mengkuasakan hak para pencipta sangat mudah hanya datang 
membawa materai dan menandatangani surat kuasa untuk 
mengkuasakan haknya kepada YKCI. Cukup dengan memenuhi 













Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Perlindungan Hukum yang diberikan pemerintah dalam 
upaya meningkatan perekonomian pencipta masih sebatas 
Undang-Undang dan Aparatur negara sebagai pelaksana 
dari upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan 
penegakan hukum Hak Cipta dengan merazia tempat-
tempat terjadinya pelanggaran. Dalam melindungi hak 
pencipta untuk mendapatkan royalti pemerintah tidak 
memberikan perlindungan secara langsung. Dibutuhkan 
keaktifan pencipta untuk mempertahankan haknya atau 
dengan mengkuasakan haknya kepada Lembaga 
Manajemen Kolektif seperti YKCI untuk menarik royalti dari 
para user. 
2. Peran YKCI dalam pemanfaatan royalti pencipta lagu di 
Makassar adalah sebagai Lembaga Manajemen Kolektif 
yang menarik dan mendistribusikan royalti kepada pencipta. 
YKCI juga berperan dalam melakukan tuntutan pidana dan 
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perdata serta ganti rugi apabila terjadi pelanggaran hak cipta 
terhadap lagu-lagu yang telah dikuasakan kepada YKCI. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat diungkapkan penulis, yakni: 
1. Sebaiknya persoalan dana bukan menjadi alasan 
pemerintah untuk tidak melakukan perlindungan hukum 
terhadap hak cipta. 
2. Pemerintah juga sebagai otoritas tertinggi yang bertugas 
mengayomi masyarakat seharusnya menigkatkan kualitas 
diri dengan menambah pengetahuannya tentang hak cipta 
agar dapat memberikan pemahaman yang baik kepada 
masyarakatnya. 
3. Kepada masyarakat dan para pencipta diharapkan banyak 
mengikuti seminar-seminar tentang hak cipta agar paham 
tentang pentingnya melindungi hak cipta.  
4.  Kepada Masyarakat diharapkan dapat mengapresia karya 
pencipta dengan membeli karya original dan mendownload 
lagu-lagu pada situs resmi. 
73 
5. Untuk para pengusaha yang menggunakan lagu para 
pencipta seharusnya sadar dengan keuntungan yang anda 
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